al

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, .
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang

~ Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa sesuai dengan dinamika  perkembangan
masyarakat dan pemerintahan dan demi efisiensi dan
efektifitas organiasi perangkat daerah, serta Kabupaten
Musi Banyuasin sudah menerapkan pola maksimal
untuk penyusunan struktur SKPD Dinas, maka perlu
digabung dua dinas yang sudah terbentuk yaitu Dinas
Perhubungan digabung dengan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Musi Banyuasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Musi Banyuasin.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1821});

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomeor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890});

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ientang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844}); '

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Menetapkan

Pembentukan Peraturan -Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor &2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234},

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4741);

‘9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2008 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI

'BANYUASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonorni seluas-luasnya dalam sistem dan
Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19435;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban



daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas
Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya serta
Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan
daerah; .

8. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;

Q. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin; :

10. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Musi Banyuasin;

11. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
Kabupaten Musi Banyuasin; '

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah
unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan
kewenangan Pemerintah  Daerah  serta peraturan
perundang - undang yang berlaku;

(2) Dinas _Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 3

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
mempunyai tugas pokok dibidang Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika sesuai dengan kewenangan dan tugas lain
yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada
Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan unsur kepegawaian, keuangan, umum dan
periengkapan; ,

b. Penyusunan rencana dan penjabaran kebijakan teknis,
pemberian  bimbingan dan penyuluhan  dibidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, perencanaan
yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk
merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta



menyusun kebijakan teknis dan program dibidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna
mewujudkan kebenaran yang berhubungan dengan
peningkatan tugas dibidang Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika;

. Penyusunan yang meliputi segala usaha dan kegiatan
untuk melaksanakan penyusunan teknis atau pelaksanaan
tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
oleh pemerintah daerah serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

. Penelitian dan pengembangan yang meliputi segala usaha
dan kegiatan untuk menyelenggarakan, mengelola, meneliti
dan meningkatakan' tugas dibidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika ;

Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dan
pemberian bimbingan dibidang Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika ; -

. Melakukan bimbingan teknis penetapan sistem pembinaan
bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;

. Melaksanakan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh
Bupati.

BAB IIT
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
~ b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan,
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), terdiri dari:

1. Seksi Angkutan;
2. Seksi Lalu Lintas;
3. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;

d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan, terdiri dari :
1. Seksi Angkutan Sungai dan Danauy;
2. Seksi Keselamatan Pelayaran,
3. Seksi Kepelabuhan dan Penyeberangan;
¢. Bidang Pengendalian Operasional dan Perhubungan
Udara, terdiri dari :
1. Seksi Pengendalian Operasional;
2. Seksi Perhubungan Udara;
3. Seksi Keselamatan Penerbangan;

f. Bidang  Sarana, Prasarana Perhubungan dan
Pembinaan, terdiri dari: -

1. Seksi Sarana dan Prasarana Jalan;



2. Seksi Sarana.dan Prasarana Sungai, Danau dan
Penyeberangan,;
3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

g. Bidang Komunikasi Langsung, terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Informasi Mobile dan Film;

2. Seksi Dialog Interaktif dan Pemberdayaan Kelompok
Komunikasi,

3. Seksi Pameran, Promosi, Media Massa Penerbitan
dan Grafika; '

h. Bidang Aplikasi Teknologi Informatika, terdiri dari:
1. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Infrastruktur
Telematika,;

9. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pengolahan
Data dan Desiminasi Informasi Elektronik;

3. Seksi Multi Media, Pers, TV, Radio dan Informatika ;
i. Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari:

1. Seksi Sarana dan Prasarana Komunikasi dan
Informatika,

2. Seksi Pengawasan dan Penertiban Infrastruktur
Komunikasi dan Informatika;

3. Seksi Penataan, Pembinaan Pos dan Telekomunikasi;
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
k. Kelompok Jabatan Fungsional. '

(2) Bagan  Struktur Organisasi Dinas  Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini seperti tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi,
Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi baik di lingkungan Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika, maupun antar organisasi
sesuai dengan tugasnya masing-masing;

(2) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
bertanggung jawab  memimpin, mengkoordinasikan
bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk
pelaksanaan tugas bawahannya; :

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  wajib
mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab
kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

BABV
ESELONERING
Pasal 7

(1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II/b;

(2) Sekretaris adalah jabaftan eselon 1Il/a.

(3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon III/b.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah
jabatan eselon IV/a.

(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD adalah jabatan
eselon IV/b.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 8

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur
pelaksana teknis pada dinas di kecamatan dalam
kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada kepala dinas; '

2. Ketentuan lebih lanjut tentang UPTD akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati
sepanjang  mengenai peraturan pelaksanaannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9

1. Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional;

2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat
(1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya;

3. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai
negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka
mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;



4. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;

5. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan
oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 2, ayat
(2) butir d dan butir p, Rasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19,
Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dihapus.

Pasal 11

Rincian tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan
struktural pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah
ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan perniempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 1@ Aausts 2013

BUPATI MUSI BANYUASIN,

/

H. PAHRI AZHARI

| Diundangkan di Sekayu

pada tanggal

v Bouchs 2013

SEKRETARIS DERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

L)
1

H. SOHAN MAJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2013 NOMOR 7
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